BAB VI

PENUTUP

6.1 Kessmpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan
wawancara terhadap 7 (tujuh) Responden dan informan mengenai Analisis
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Minera Provins Riau
dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Studi Kasus Perizinan
Pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Kecamatan Batang Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu) dapat dilihat dari 4 (empat) indikator persyaratan
perizinan pertambangan yaitu persyaratan administrasi, persyaratan teknis,
persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial adalah belum dilakukan secara
optimal. Karena dalam pembuatan ataupun prosedur dan persyaratan perizinan
pertambangan mineral logam dan batubara yang terkesan panjang dan berbelit-belit.
Sehingga membuat para pengusaha tambang ketika ingin membuat perizinan
pertambangan sulit untuk membuat perizinan pertambangan. Pihak Dinas Energi dan
Sumber Daya Minera Provins Riau perlu melakukan sosidisasi langsung ke
lapangan atau ke daerah-daerah yang banyak melakukan melakukan pertambangan
tanpa izin (PETI). Sehingga masyarakat tahu bagaimana mengurus perizinan

pertambangan mineral logam dan batubara.
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Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

adalah:

a. Prosedur dan persyaratan perizinan pertambangan yang berbelit
sehingga menyulitkan pengusaha pertambangan dalam membuat 1zin
Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara.

b. Adanyakonflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat setempat.

c. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral.
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6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap
Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungs Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provins Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Studi
Kasus Perizinan Pertambangan Minera Logam dan Batubara di Kecamatan Batang

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu) yaitu sebagai berikut:

a. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Logam dan Batubara tidak
mempersulit proses perizinan pertambangan mineral logam dan batubara. Dan
pihak Dinas Energi Sumber Daya Minera Provins Riau melakukan
sosialisasi kepada para pengusaha pertambangan dalam hal proses perizinan
pertambangan mineral logam dan batubara secara langsung kel apangan.

b. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Minera melakukan survei terlebuh
dahulu agar lahan yang dijadikan sebaga lahan pertambangan tidak
menimbulkan konflik lahan antara pengusaha dan masyarakat adat/setempat.

c. Pengawasan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
Agar pengusaha tambang tidak membuang limbah sembarangan. Dikarenakan
akibat yang ditimbulkan oleh limbah tersebut adalah kerusakan lingkungan
dan juga dapat berakibat pada kesehatan masyarakat. Dan juga melakukan
pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan penambangan tanpaizin di

kawasan hutan.



